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Menimbang N
b
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Mengingat L

bahwa denpan makin meningkatnya perkembangan  penr
bangunan kota Jakarta sebagai ibukola negara yang diarahkan
untuk menjadi kota jasa (service city) yang sejajar dengan kota-
kola besar dunia, sehingga dibutuhkan jaringan utititas sebaga
fasilitas kelengkapan kota yang lengkap dan modern ;

 bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut pada harad {a),

maka perle adanya keterpaduan perencaniain dalian penen-
patan jaringan utilitas yang di arahkan untuk menggunaki
sarana jaringan utilitas terpadu ;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) dan

(b), periu diawr ketentuan penyelenggaraan penempatan

jaringan utilitas di Daerah Khusus Tbukota Jakarta yanyg

ditetapkan dengan Peraturan Dacrah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 3186) ;
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Menetapkan

Dacrah Khusus [bukota Jakaria Nomor 3

14. Perawran Daerah
anisasi dan

Tahun 1983 twentang Pembeniukan, susunan Org
Tata Kerja Dinas Tata kota Daerah Khusus Ibukota Jakara :

15, Peraruran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3
Tahun 1986 tentang Penvidik Pegawai Negeri Sipil dalam
Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

16. Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 3
Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilavah Kota
untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Tbukota Jakarta ;

17. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ihukota Jakarta Nomor 1t
Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum datam Wilavah
Daerah Khusus Ibukoia Jakarta ;

18. Peraturan Daerah Daerah Khusus Tbukotz Jakarta Nomor 10
Tahun 1988 teniang Penyertaan Modal Daerah Daerab
Khusus Tbukota Jakarta pada Pihak Ketiga ;

19, Peraturan Daerah Daerah Khusus Tbukota Jakarta Nomor 2
Tahun 1989 tentang Pembentukan. Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Khusus Thukota
Jakarta ;

2. Perawuran Daerah Daerah Khusus [bukota Jakarta
Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Witavah/Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sekrotariat
Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Daerah Khusus fbukota

Nomdr 10

Jakurta
2|, Peraiuran Daerah Daerah Khusus ibuketa Jakarta Nomor 7
Tahun 1997 teniang Organisasi dan Taa Kerja Dinas

Pertamanan dan Keindahan Kora Daerah Khusus [Ihukota

Jakaria.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH KHUSUS IRUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TENTANG JARINGAN UTILITAS.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daeran inj yang dimaksud dengan :
t. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daeran
Khusus Ibukota Jakarta
Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
3. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta ;
4, jaringan Utilitas  adalah sistem jaringan instalasi dalam
bentuk kabe] atau pipa ; .
Sarana Jaringan Utilizas Terpadu adalah sarana untuk penem-
patan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, di atas dan di
dalam laur ;
6. Instansi adalah Instansi pemilik jaringan uiilitas yang
menempatkan jaringan utilitas di bawah tanah. di aras dan dj
datam laut. '

"~

n

BAB I
PERENCANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS
Pasal 2
Rencana induk sarana jaringan utiliras terpadu dan jaringan
utilitas ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

(1} Setiap instansi wajib menyampaikan  program  zahunan
peréncanaan pencmpatan jaringan utilitas kepada Gubernur
Kepala Daerah selambat-lambatnya akhir bulan September.

{2} Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayar (1) pasal
i schagai dasar untuk menetapkan  keterpaduan perein-
canaan penempatan jaringan utilitas.

(3) Penetapan kercrpaduan Perencanaan  penempatan jaringan
utilitas di tetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
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Pasal 4
Seliap perencanaan pc\ﬁ.éﬁﬁaian jaringan utilizas sebagai-
mana dimaksud daiam Pzsal 3 harus memenuhi persvaraian
teknis dengan  memperhatikan kepentingan umum  dan
keserasian tingkungan.
Persyararan teknis sebagaimana dimaksud pada avat (1)
pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  vang
berlaku.

BAB III

PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

Pasal 3
Penempaian jaringan wiilitas dapat dilakukan di bawah
tanah, di aras tanah dan di dalam laut.
Penempatan jaringan utilitas di bawah tanah sebagaimana
dimaksed pada ayat (1) pasal ini menggunakan sarana
jaringan urilitas terpadu.
Penempzlan jaringan wilitas di atas ranah sebagaimana
dimaksud pada avat (1} pasat ini dapat diperkenankan pada
Jalan lavang. jembatan layang. jalan lintas atas {“over pass™)
dan jalan tintas bawah (~under pass™).
Penempatan jaringan utilitas di aras tanah selain sebagai-
mana dimaksud pada avat (3) pasal ini harus memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
Khusus untuk perempatan jaringan utiiitas berupa kabel
bericgangan tinggi seiain memenuhi persvaraian sebagai-
mana d¢i maksud pada avat (4) pasal ini harus pula
memenuhi persyaratan sebagal berikut
a. membuat studi AMDAL sesuai dengan ketenivan vang

berlaku ;

b. membebaskan tanah sepanjang jalur jaringan  utilitas
dengan koridor yang ditetapkar Gubernur Kepala Daerah.
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Penempaian jaringan uilitas di dalam iaw sehagaimana
dimaksud pada avat (1) pasal ini harus memenuhi ketentuan
yang- berlaku.

BAB IV
PENYEDIAAN SARANA JARINGAN UTILITAS
Pasal 6

Sarana jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud
‘dalam Pasal 5 ayat (2) disediakan oleh Pemerintah Daerah,

Dalam ha! Pemeriniah Daerah belum menyediakan sarana
Jjaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud pada avat
(1) pasal ini maka penempatan Jjaringan utilitas di bawah
tanah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut ;

a. sarana jaringan wtilitas ierpadu dibangun oleh Pemerintah
Daerah bekerja sama dengan instansi dan atau swasta :

b. jaringan utilitas ditempatkan sementara di bawah ranah
yzng diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Setiap kerja sama pembangunan sarana jaringan utilitas
terpadu sebagaimana di maksud daiam Pasal 6 ayat {2) huruf
a, harus dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan
dan terlebih dahulu mendapat perserujuan Dewan.

Dalam hal kerja sama pembangunan sarana jaringan utiliras
terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah
berakhir, maka kerja sama ridak dapar diperpanjang dan
sarana faringan wtilitas terpadu menjadi milik Pemerintzh
Daerah.

Pasal 8

Pemakaian ruarg bawah tanah unwk penempatan semenlara
jaringan utilitas dan pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu
milik Pemerintzh Daerah, dikenakan Retribusi Daerah scsuai
dengan Peraturan Daerah Dacrah Khusus tbukota Jakara tentang
Retribusi Daerah.
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BAB V
PERIZINAN
Bagian Pertama
fiewenangan
Pasal 9

Setiap penempatan jaringan wilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 harus terlebih dahulu mendapar izin peiak-
sanaan peherjaan penempatan jaringan wilitas dari Gubernur
Kepala Daergh.
Setiap pekerjaan penggalian tanah di luar kegiatan penem-
patan jaringan wtilitas pada jalur jaringan utilitas di bawal
tanah harus terlebib dahuly mendapar rekomendasi dari
Gubernur Kepala Daerah.
Gubernur  Kepala Daerah  memberitahukan  kepada
masyarakar dan instansi pemeriniah vang berkaitan dengan
ketenan sebagaimana dimaksud pada ayar (2} pasal ini
mengenai jalur jaringan wiilitas di bawah tanah terpasang
datam bentuk peta jaringan utilitas.
Peta jalur jaringan uweititas di bawah ranah sebagaimana
dimaksud pada avar (3) pasal ini dibuat dalam skala
sekurang-kurangnya 1:3000 vang ditetapkan. olzh Gubernur
Kepala Daerah. i

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara
Pengajuan Permohonan [zin/Rekomendasi

Pasal 10

Permohoran uniuk mendapatkan izin atau  rekomendasi
sebagaimana di maksud dalam: Pasal 9 avat (1) dan (2) harus
diajukan secara tertulis kepaca Gubernur Kepala Daerah.
Persyaratan dan 1ata cara pengajuan permohonan izin atau
rekomendasi sebagaimana di maksud pada avar (1) pasal ini
di proses melalui sat piniu vang ditctapkan oieh Gubernur
Kepala Daerah.
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(3) lzin atau rekomendasi scbagaimana dimaksud pada ayvat (1)
pasal ini dapai diberikan apabila ielah memenuhi persvaratan
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
dan persyaraian penempatan jaringan wutilitas sebagaimana
dimaksud daiam Pasal 3.

Pasal 11

Bemuk dan isi izin atau rekomendasi pelaksanaan pekerjaan
penempatan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
& ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin
Pasal 12
(1) Masa berlaku izin pelaksanaan pekerjaan penempatan

jaringan utilitas ditentukan dalam izin yang bersangkuian
dan mulai berlaku pada saal izin dikeluarkan.

(2) Apabila masa berlaku izin sebagaimana di maksud pada ayat
(1) pasal ini berakhir dan pelaksanaan pekerjaan belumn
selesai maka pemegang izin harus mengajukan permohonan
perparnjangan izin kepada Gubernur Kepala Daerah sebelum
berakhirnya izin.

(3) Pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada
aval (2) pasal ini harus disertal alasan-alasan keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan vang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Persyvaratan dan (ala cara pengajuan permohonan perpan-
jangan izin ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI
PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pasal 13
Pelaksanaan pekerjaan perempatan jaringan utilitas  harus
memenuhi persyaratan sebagai berikus :

a. memenuhi kelentuan perencanaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasai 3 dan Pasal 3 ;
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b.

(1

(2

(i)

: Jan sarana jaricgan wilizas

idak merusal jaringan
Rrpasang ;
tdak merusak sarana dan prasarana kelengkapan koa miiik
Pemeriniah Daerah dan atau pihak lain.

Pasal 14

Setiap pemegang izin pelaksznaan pekerjaan penempatan

jaringan urtilitas harus :

a. mengganti aras terjadinyva kerusakan jaringan utilitas dan
sarana jaringan wilitas terpasang sebagai  akibat
pelaksanaan pekerjaan ;

b. memperbaiki atay menggarti atas Kerusakan prasarana
kota dan sarana kelengkapan kota milik Pemerintah
Daerah arau pihak lain sebagai akibat pelaksanaan
pekerjaan penggalian. .

Penggantian atau perbaikan atas kerusakan sebagaimana

dimaksud pada ayar {1) pasal ini harus sesuat dengan tata

cara dan spesifikasi teknis vang ditetapkan oleh Gubernur

Kepala Daerah.

Pasal 15

Perbaikan bekas galian akibat pemempatan jaringan utilitas
di bawah tanah vang bersifar sementara, dilakukan oleh
Pemeriniah Daerah dan dilaksanakan pihak ketiga sesual
dengan peratran perundang-undangan yang berlaku.

Biava perbaikan bekas galian sebagaimana dimaksud pada
avat (1) pasal ini dibebankan kepada Instansi pemegang izin.
Besarnva biava sebagaimana dimnaksud dalam avat (2) pasal
ini dihitung berdasarkan patokan harga saiman vang
ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Tata cara perbaikan bekas galian dan perhilungan penelapan
besarnyva biava perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(£, (2) dan (3) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII
RELOKASI JARINGAN UTILITAS
Pasal 16

Apabila terjadi pergeseran siau perubahan letak jaringan
utilitas akibal pembangunan fisik oleh Pemerintah Daerah,
instansi/pemilik jaringan wtilitas wajib memindahkan sesuai

* dengan arahan Pemerintah Daerah,
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‘aringan wilitas sebagaimana dimaksud

Biava pemindahan
pada avat (1) pasa’ ini dibebankan kepada insiansi/pemiik
jaringan utlitas vang besarnya ditetapkan oleh Gubernur
Kepala Daerah, sesuai dengan Keteniuan peratiran per-
undang-undangan vang beriaku.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17
Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan
dalam Perawran Daerah ini dimgaskan kepada Badan
Pengelola dan Dinas Teknis terkait sesuai dengan tugas dan
fungsinya sebagaimana diatur dalam peraruran perundangan
yang berlaku.
Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayar (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur

Kepala Daerah.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a.

permohonan izin vang digjukan dan diterima  sebeium
tanggal berlakunyva Peraiuran Daerah ini dan masih dalam
proses peryelesaian. diproses berdasarkan ketenuan yang
lama :

izin penempatan jaringar utilitas yang sudah diterbitkan
berdasarkan ketentuan vanz lama tetapi pelaksanaan pekerja-
annva belum selesai. tetap berdasarkan pada ketentuan yang
Jama :

selama belum diterbitkan peraturan pelaksanaan Peraturan
Dacrah ini, peramuran pelaksanaan yang ada tetap masih
berfaku sepanjang tidak Derientangan dengan ketentuan
dalam Peraturan Dagrah ini.

pemilik jaringan yang telah menempatkan jaringan utilitas di
bawah tanah dan twelah memperoleh izin diwajibkan datam
jangka wakwu 6 (enam) bulan untuk memenuhi ketentuan
dalam Perawuran Daerah ini.
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BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam: Pasal 4, Pasal 5 avai
(4), Pasal 9 avart (1) dan ¢2), dan Pasal 16 avar (1) Peraturan
Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanva 6
butan arau denda sebzayak-bamyaknva Rp 35.000.000,00
{lima juta rupizh) dengan atau tanpa merampas atau menvila
alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran,

() Pelanggaran terkadap ketenwan dalam Pasal 3 ayat (1) daxn
Pasal 14 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan
atau denda sesuai dengan peraturan perundangan _v;ne
berlaku. i

{3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayart (1) pasal ini.
terhadap pelanggaran tersebut dapat dibebankar biava yang
dikeluarkan oleh Pemerimtah Daerah untuk  melakukan
paksaan penegakan hukum seleruhnya atau sebagian.

{4y Gubernur Kepala Daerah menetapkan pelaksanaan dan
!Je.sarn_va biaya sebagaimana dimaksud pada avat (2} pasal
Ini.

BAB X1
SAKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

{1} Selain ancaman hukuman sebagaimanz dimaksud dalam
Pasal 19, Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk dapat melakukan tindakan berupa :

a. Penghentian dan atau penvegelan pelaksanaan pekerjaan
penempatan jaringza utilitas dan atau sarana jaringan
utilitas terpadu apabila pelaksanaan pekerjaan penempatan
Jaringan utilitas berteniangan deagan ketentuan dalam
Peraturan Dacrah ini ;

b. Pembongkaran jaricgan wiilisas dan atau sarana jaringan
utifitas terpadu apabila
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1) Penempaian jaringan uiitias dan atan sarana jaringan
urilitas ferpadn vang ierpasang ridak memiliki izin

pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitas :
2) Penempaian jaringan utilitas dan atau sarana jaringan
utilitas rerpadu tidak sesuai dengan persyaratan teknis
yang ditensukan dalam izin.
. Pencabutan izin penempatan jaringan dan atau sarana

s terpacu apabila pekerjaan penempatan

jaringan utilita
angka

jaringan utilitas tdak dilaksanakan sesuai dengan ]
waku yang ditentukan dalam izin.

{2) Dalam hal dilakukan tindakan pembongkaran sebagaimana

(3) Gubernur Kepal

{1} Selain pejabai penyidik

(

74

dimaksud pada avat {1) huruf b, biava pembongkaran
ditanggung oleh instansi/pemilik jaringan utilitas. 7
a Daerah menetapkan perunjuk pelaksanan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2} pasal

inl.
BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 21

Polri vang bertugas menyidik tindak
penyvidikan  atas lindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Peraturzn Daerah ini dapat dilakukan juga
oleh penyidik pegawai negert sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah vang pengangkaannya ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

pidana,

Dalam melaksanakan wgasnya, pari pejabat  penyidik

sebagaimana dimaksud padz aval (1) pasal ini berwenang :

a. mencrima laporan atau pengaduan dari seseorang {entang
adanva tindak pidana : .

b. melakukan tindakan periama pada sdal i dizempat
kejadian dan melakukan nemeriksaan :

c. menyuruh berhenti seoranz ersangka dan memeriksa
tanda pengenal diri tersangka

d. melakukan penyitaan benda atau surat ©

mengambil sidik jari dan memaotret seseOrang
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(3}

)

. mel i ng wntx di
nanggil orang uari didengar dan diperiksa schapa
eysangka atau saksi : l e

g. men a nli
N bdalangknn oranz  aali  yang diperlukan  daia
ubungannya dengan peireriksaan perkara ; o

. . .

;)na;nghepnkan penvidikan  setelah mendapat  petunjuk

W s + 1 M ) ’

bUkana u{c]ilak teriapa[ cukup buki atau peristiwa terserUI

erupakan {indak pida

_ tinda na dan  selanjutnys

' a
memberitahukan hal tersebwt kepada penuntut quu :

lersangka, atau keluareanva : "

i. tan i i
n*_aengada&an tndzkan lain menurut hukum vang d
diperianggungjawabkan, S e

Dalam melakukan tueasnv i
n gasnva. penyidik cdak berw
melakukan penangkapan dan atan penahanan Tenane

Penyidik i i

yidik membuar berita acarz setiap tindakan tenrane :
pemeriksaan tersangks - )
pemasukan rumah |

penvitaan benda |

SR

pemeriksaan surat ;

~

pemeriksaan saksi ;

—,

emerik P fadi
E .m}\saan q; tempat kejadian dan mengirimkannva
epada Pengadilan Negeri. ) ’

BAB XilI
RETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang merupak i
Hat l{ yang merupakan peiaksanaan Peratcran Daerah ini
itetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah "

Pasal 23

De akumya
bulgan bertakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan y
¢rlentangan dengan P ang
£ g eraturan Dacrah ini dinvatak o
berlaky tagi. n i dinyatakan tidak

Pasal 24

Per: acrah ini i
aturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
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Agar supaya setiap orang dapat mengelahui. memarintah-

nau an P y ini snempatannya
kan penguadangan Peraiuran Daerah ini dengan pencmpataniya
dalam Lembaran Daerah Dacrah Khusus fbukota Jakarta.

Diretapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Agustus 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

.kan di Jakarta
-oal 29 September 1999 -
EIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

H. FAUZI BOWO
NIP 370044314

SUTIYOSO
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 15695
TENTANG
JARINGAN LTILITAS

PENJELASAN UMUM

Perkembangan pembangunan Kota Jakaria sebagai Ibukota Negara yang
diarahkan untuk menjadi kota jasa vang sejajar dengan Xota-kota besar dunia
ternyata berpengaruh pula terhadap pememuban kebutuhan masvarakat akan
Jjaringan utilitas sebagai fasilitas kelengkapan kota yang lengkap dan modern
antara laini instalasi air, gas, telekomunikasi. penerangan jalan, unit pengelola
kebakaran untuk keperluan perumahan. perkantoran, industri maupun kegiatan
perdagangan. )

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jaringan urilitas
tersebur, maka perlu adanya keterpaduan perncanzan dalam penrempartan
Jaringan utilitas di bawah tanah, di awas wnah dan di dalam laut vang diarahkan
menggunakan  sarana  jaringan  utilitas  terpadu dengan  memperhatikan
Xepentingan umum dan Keserasian linzkungan,

Penempatan jaringan utilizas sebagai fasiias kelengkapan kota pada
aset Pemerintab  Daerah vang beriaku saz ini. juga diarahkan untuk
menggunakan sarana jaringan wilitas terpade. Uniuk memenuhi kebutuhan
pemyediaan sarana jaringan utilitas erpadu. maka Pemeriniah Daerah dapat
bekerjasama dengan instansi dan azau swasta.

Menyadari akibal sampingan torhadap kegiatan penempatan jaringan
utilitas di bawah tanah. di aies tanah dan di dalam laut khususnva kemung-
kinan terjadinya kerusakan sarana dan prasarzma kota milik Instansi atau
Pemerintah Dacrah vang meliputi antara lain kzbel, pipa. saluran air, pohon,
bangunan, rambu lafu lintas dan unwk menjamin keseimbangan antara
pemenuhan kebuwuhan masvarakal (erhadap jarinzan utilitas, maka Pemerineah
Daerah perlu mengambil langkah dan tindakan pengawasan dan pengendalian
terhadap kegiatan penempatan jaringan utilitas di Daerah Khusus Ibukota
Jakarta vang pengaturannya di tetapkan dengan Peratyran Daerah.
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ehubungan dengan hal tersebut d
mengatur  meng

in: antara lain

-6 -

i atas. maka di dalam Peraturan
cnai perizinan. pengawasan dan

agendalian atas pekegjaan penempaian jaringan wilitas di Daerah Khusus

JKoia

Jakaria.

INJELASAN PASAL DEMI PASAL

sal 1
sal 2

A

sal 3

avat (1)
avat (2)

avat (3}

asal 4 avat (1)

rasul

2 —

avat (2)
5 avar (1) s.d
(4)
avat (3) huruf a
hurut' b

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan keterpaduan perencana-
an adalah bahwa dalam penyusunan rencana
penempatan jaringan utilitas kelengkapan kota
telah mencakup -penentuan jadwal pelaksanaan
pekerjaan, lokasi penempatan jaringan utilitas
kelengkapan kola.

Cukup jelas.

Persvaratan teknis dimaksud dalam pasat ini
antara lain, standar bentuk. tata letak, dimensi,
jenis dan kualitas bahan yang akan dipasang.
Yang dimaksud kepentingan umum adalah
kepentingan masyarakat dalam hat :

a. ketentraman lingkungan :

b. kelancaran latu lintas ;

¢. kebersihan dan kenvamanan lingkungan ;

d. keamanan penggura jalan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud pembebasan tanah dalam ayat
(3) huruf b pasal ini adalah pelepasan hak
kepemilikan/penguasaan  aias  tanah dengan
pemberian ganti rugi sesuai pératuran perun-
dangan vang berlaku.
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Pasal 6
Paszl 7 ayai (1) dan 2

Pasal 8
Pasal 9 ayat (1)
avar {2)

ayat (3) dan {$)
Pasal 10 dan 11
Pasal 12 avar (1)

avat (2) s.d (4
Pasal 13s5.d. 15
Pasal 16 ayvar ()

ayat (2)

Pasal 17 avat (1)

. : sarana jaringan wtlilas rerpady
éris ¢l cuxung oleh rencand 1@la ruang
wilavah, )
Cukuy jelas.

Cukup jelas.

Pemberian rekomendasi dimaksudkan  unmuk
mencezah kemengkinan terjadinya kerusakan

Jaringzn wtlitas kelengkapan kota dan sarana

faringan utilitas yang terpasang.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Peretapan masa berlaku izin pelaksanaan
penempalan jaringan utilitas harus memperhaii-
k_an Kepentingan  umum  dun  keserasian
lingkungan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Dalam ha! terjadi pergeseran seperti dimaksud
p'ada avat (1) pasal ini Pemecrimah Daerah
Khusus  Thukota  Jakarta  memberitahukan
kepada insians: selambat-lambainva | (satu)
tahun sebelumnva. ‘

Apabila selama masa retribusi terjadi relokasi
Jeringan wilitas maka Pemerimah Daerah harus
mempezhitungkan kembali uang reiribusi datam
sisa masa retribusi uniuk menctapkan besar
retribusi atas penempatan jaringan wutilitas pada
lokasi daru,

Yane dimaksud dengan Badan Pengclola adatah
Badan Pergelola Sarana Jaringan Ulititas
Daerah Khusus Ihukota Jakarta yanyg ditetapkan
oleh Gubernur Kepala Daerah.
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Yang dimaksud Dinas Teknis adatah Dinas
Teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang
berkaitan dengan  pekerjaan  pencmpatan
jaringan utilitas antara lain Dinas Pekerjaan
Uraum, Dinas Pertamanan, Dinas Talakoia.
Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan sesuai
dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

avar (2) . Unwk lebih meningkatkan pelayanan kepada
instansi/pemilik  jaringan  utilitas  dalam
penempatan jaringan utilitas di bawah tanah, di
atas ranah dan di dalam laut, maka pengawasan
dan pengendalian dimaksud pada ayat ini harus
sesuai dengan wgas dan fungsi Badan Pengelota
dan Dinas Teknis terkait yang dilakukan secara
terpadu serta  sejalan  dengan  ketentuan
sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2).

Pasal 18 s.d. 24 : Cukup jelas.
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